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KATA PENGANTAR

kita memiliki segudang persoalan dan berbagai situasi pelik

yang menggemaskan. Saat ini, bangsa kita memasuki kondisi
dan arena distorsi parah dalam kehidupan dan penyelenggaraan ne-
gara. Konflik antarsuku, merebaknya kejahatan, konflik elit politik,
korupsi yang merajalela dan menggurita, serta perilaku-perilaku lain
yang bertentangan dengan kaidah dan norma dasar negara. Distorsi
ini kerap menghiasi layar kaca dan berbagai media, baik media dalam
maupun luar negeri. Bangsa ini sekarang terkenal sebagai bangsa yang
intoleran, bengis, rakus, kejam, tidak humanis dan vandalis. Dahulu,
bangsa ini diberi label sebagai bangsa yang santun, toleran, dan
beradab.

Dalam konteks kondisi di atas, Orde Reformasi ternyata telah
memunculkan dan menumbuhkan kondisi tersebut. Secara politik,
kenegaraan reformasi telah berhasil dengan membangun sistem, re-
gulasi, dan format kelembagaan politik yang jauh lebih baik dari masa
sebelumnya, akan tetapi reformasi yang didasari roh liberalisme telah
membuat fondasi moralitas, etika, dan mentalitas menjadi rontok. Hal
ini ditambah dengan reformasi tanpa didasari grand design atau arah
yang jelas baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Berbagai persoalan yang menyeruak ke lapangan ini membuat
rakyat merindukan kembali sosok Pancasila-ideologi yang selama ini
ditinggalkan. Pancasila merupakan ideologi yang dibentuk berdasar-
kan karakter Indonesia yang multietnis, multigeografi, dan multikultur
diharapkan mampu membentengi negara ini dari terpaan nilai-nilai
liberalisme yang berkedok globalisasi dan demokratisasi.

Buku ini hadir dalam upaya memberikan pengetahuan dan pe-
mahaman kembali akan eksistensi dan kukuhnya nilai-nilai Pancasila.
Dengan adanya buku ini diharapkan generasi muda, khususnya, dan

Pasca tumbangnya Orde Baru sampai saat ini negara dan bangsa
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masyarakat Indonesia pada umumnya memperoleh penyegaran kem-
bali tentang Pancasila sehingga mampu mengamalkannya dalam ke-
hidupan sehari-hari.

Akhirnya, kemampuan kami sebagai penulis dalam menyajikan
materi-materi yang ada dalam buku ini masih banyak kekurangan
baik aspek kebahasaan, substansi materi, maupun daftar rujukan.
Oleh karena itu, kami sebagai penulis menunggu kritik dan saran yang
membangun bagi penyempurnaan isi buku di masa yang akan datang.
Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu sehingga buku ini hadir di tengah pembaca sekarang ini.

Jakarta, Desember 2017
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PENDAHULUAN

empelajari Pancasila pada saat ini merupakan bagian dari
M usaha untuk melestarikan, dan mengamalkannya dari kehi-

dupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan
negara saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar sekali baik
itu dari dalam maupun dari luar. Globalisasi yang semakin menggu-
rita di dunia menawarkan berbagai macam gaya hidup yang baru—ta-
tanan yang baru—dan sistem yang baru. Nilai-nilai globalisasi yang
memberikan gaya hidup modern, instan, dan hedonis telah menjadi
ideologi yang banyak diminati oleh generasi muda. Di lain pihak, justru
Pancasila sebagai ideologi negara semakin tergerus oleh perkembangan
zaman, dan kurang diminati untuk dipelajari dan diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari.

Selain tantangan yang muncul dari luar yang sangat besar, Panca-
sila juga mengalami tantangan yang tak kalah kuatnya dari globalisasi.
Dinamika masyarakat yang semakin cepat, proses politik yang tanpa
arah dan bentuk, pergeseran nilai-nilai di masyarakat bahkan pola
sistem yang mulai muncul turut memberikan andil yang besar semakin
menjauhkan Pancasila dari generasi muda dan masyarakat Indonesia.
Bila hal ini tidak diantisipasi secara cepat dengan resep yang tepat bisa
jadi kondisi bangsa dan negara semakin berada dalam pusaran ke-
hancuran. Oleh karena itu, dibutuhkan cara dan langkah yang cepat
dalam mengantisipasi ini semua.

Salah satu metode yang ampuh dalam menanamkan nilai-nilai
Pancasila melalui pendidikan yang berkesinambungan. Melalui pen-
didikan yangdiajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat
perguruan tinggi diharapkan generasi muda sekarang memahami arti,
nilai-nilai, orientasi, dan mengimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan adanya pemahaman mengenai ideologi Pancasila
secara lebih mendalam, diharapkan akan menjadikan bangsa yang
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PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
BANGSA DAN NEGARA

A. PENGERTIAN IDEOLOGI

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep,
pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara har-
fiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita.
Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan
harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar,
pandangan, dan paham.

Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Pe-
rancis, yakni Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk
mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai
visi yang komprehensif. Ideologi merupakan cara memandang sega-
la sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis,
atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat
dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi Mar-
xisme). Ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipe-
luk oleh suatu kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa atau suatu ras.

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang
menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang
oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

1. Beberapa Pengertian Ideologi
Pengertian ideologi bermacam-macam dan memiliki sudut pan-
dang sendiri-sendiri di antara para ahli, di antaranya:
a. Antoine Destutt de Tracy mendefinisikan ideologi sebagai ilmu
tentang pikiran manusia (sama seperti biologi dan zoologi yang
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PANCASILA DALAM
KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA INDONESIA

A. MASA KERAJAAN NASIONAL DI INDONESIA

Dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, pada awal men-
diami wilayah Indonesia hidup berburu dan mengumpulkan makanan
(food gathering). Mereka hidup berkelompok dan mengembara, karena
belum memiliki tempat tinggal tetap. Perkembangan selanjutnya, me-
reka sudah bisa bercocok tanam dan hidup menetap (food producing).
Dalam kondisi ini, mereka hidup berdasarkan hubungan kekeluargaan
dan selalu menerapkan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam
melakukan pekerjaan.

Adapun dari segi ras, orang Indonesia berasal dari ras melayu yang
datang dan kemudian menyebar mendiami berbagai wilayah yang ada
di Nusantara. Kehadiran mereka telah memberikan dasar pondasi ba-
gi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kelak. Orang
Indonesia memiliki kemiripan dengan orang yang berasal dari dataran
Asia, khususnya Asia Tenggara. Persamaan inilah yang menjadi dasar
hubungan yang erat antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Nenek moyang kita secara jelas dari zaman dahulu telah menjalani
hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan sudah dalam ben-
tuk kerajaan kecil kuno, seperti kerajaan Kutai yang lahir pada abad
V di Kalimantan Timur, dengan rajanya yang terkenal Mulawarman.
Berikutnya adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memperoleh
masa kejayaan pada masanya masing-masing.

1. Kerajaan Sriwijaya (620-1270)

Pada abad VII, muncullah di Sumatra Selatan (Palembang) sebuah
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NILAI SPIRITUALISME DALAM
FILSAFAT PANCASILA

A. PENGERTIAN FILSAFAT

Secara etimologis, istilah “filsafat” atau dalam bahasa Inggrisnya
“philosophi” berasal dari bahasa Yunani “philosophia” yang secara la-
zim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata philosophia tersebut
berakar pada kata “philos” (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan). Berda-
sarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata
kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga filsa-
fat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata
tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia
untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep
kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang
ahli pikir disebut filsuf, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok
orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang di-
cita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang
sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam
dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala
hubungan.

Ciri-ciri berpikir filosofis:

Berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi.
Berpikir secara sistematis.

Menyusun suatu skema konsepsi.

Menyeluruh.

po o

Empat persoalan yang ingin dipecahkan oleh filsafat, yakni:

a. Apakah sebenarnya hakikat hidup itu? Pertanyaan ini dipelajari
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HAK ASASI MANUSIA
DALAM PANCASILA

A. SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

Awal mula perkembangan hak asasi manusia dimulai pada 1215
dengan munculnya Magna Charta (Piagam Agung), yaitu perjuangan
di kalangan para bangsawan Inggris yang membatasi kekuasaan Raja
John. Demikian pula pada abad ke-17, ketika tidak ada harapan bahwa
keadilan dapat diwujudkan, perjuangan untuk menegakkan hak asasi
manusia berjalan terus. Melalui pergolakan dan perundingan yang
lama akhirnya Bill of Rights (Undang-Undang Hak) diterima oleh Raja
William III pada 1869. Bill of Rights merupakan suatu naskah per-
undang-undangan yang dihasilkan melalui suatu revolusi tak berdarah
(the Glorius Revolution of 1688) terhadap Raja James II.

Perjuangan yang yang serupa juga berlangsung di Perancis dan
Amerika Serikat. Dengan gigih rakyat Perancis menentang Raja di-
nasti Bourbon yang memerintah dengan kekuasaan mutlak. Melalui
perjuangan yang dikenal dengan revolusi Perancis (1789) kemudian
menghasilkan Declaration droits de 'homme et du Citoyen (pernyataan
hak asasi manusia dan warga negara). Dalam tahun yang sama, per-
juangan rakyat Amerika Serikat berhasil membuahkan Bill of Rights
yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika
Serikat pada 1791.

Timbulnya gagasan mengenai hak ini pada dasarnya merupakan
akibat dari perkembangan aliran rasionalisme. Pemikiran ini tercermin
dalam karya-karya Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-
1704) keduanya dari Inggris dan Montesquieu (1689-1755) serta Rous-
seau (1712-1778) dari Perancis. Aliran pemikiran yang rasional ini ingin
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PANCASILA DAN
ETIKA KEHIDUPAN BERNEGARA

PENDAHULUAN

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkait-
an. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan
memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma, baik
norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Di
samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis,
mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Oleh karena itu,
suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar
yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat
praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara
maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pe-
doman. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan meru-
pakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis
melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan
sumber norma.

A. PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas ba-
gaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi
dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar
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PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT
BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN PARADIGMA

Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut
dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya
yang berjudul The Structure Of Scientific Revolution, paradigma adalah
suatu asumsi-asumsi dasar dan teoretis yang umum (merupakan suatu
sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta
penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan
sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam ilmu-ilmu sosial, manakala suatu teori yang didasarkan
pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode
kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada
sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif, dan positivistik, maka hasil
dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji
satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia.

Dalam masalah yang populer, istilah paradigma berkembang
menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber
nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta tujuan dari
suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang ter-
tentu termasuk dalam bidang pembangunan dan pendidikan.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’,
hal ini merupakan tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan
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PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI

PENDAHULUAN

ebagai suatu ideologi yang harus jadi pengawal Negara Republik
Indonesia, sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa, Pan-
casila tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang
tertutup, yang sekali tidak mau menerima penafsiran-penafsiran baru.
Apabila hal ini sampai terjadi, maka bagi bangsa dan negara Pan-
casila harus menjadi sebuah ideologi terbuka. Hanya dengan sikap
membuka diri dari berbagai penafsiran atau interpertasi baru dalam
operasionalitasnya yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
zamanlah Pancasila akan dapat mempertahankan relevansinya dengan
kebutuhan bangsa dan negara yang senantiasa berkembang dengan
cepatnya.
Sebagaimana pada ideologi-ideologi lainya yang bersikap ter-
buka, maka selaku ideologi terbuka Pancasila dapat menunjukkan
persyaratan sebagaimana diuraikan di atas:

1. Dimensi realitas, dalam arti bahwa ideologi Pancasila benar-
benar mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan cara
mengagregasikan nilai-nilai luhur yang terdapat ajaran agama
dan kebudayaan bangsa. Pancasila benar-benar menampilkan diri
sebagai kristalitasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki dan diyakini
oleh bangsa Indonesia.

2. Dimensi Idealisme, dalam arti kualitas idealisme yang tergantung
dalam Pancasila mampu menggugah harapan, memberikan op-
timis dan motivasi kepada para pendukungnya, hingga gagasan
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PANCASILA DAN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas
kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan
moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian,
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
atau Dokuritsu Junbi Cosakai, berganti nama menjadi PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritsu Junbi
Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan
tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Naga-
saki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat
dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk
memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno-Hatta selaku pim-
pinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua
BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah Timur Laut Saigon,
Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan mene-
mui Jepang, bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan
akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Sementara itu di Indonesia, pada 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir
telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah
kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memprokla-
masikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang
diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada 12 Agustus 1945, Jepang me-
lalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soe-
karno, Hatta, dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemer-
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DEMOKRASI PANCASILA

A. SEJARAH PERTUMBUHAN DEMOKRASI PANCASILA

Bahasan mengenai demokrasi Pancasila tidak dapat dipisahkan
dari pertumbuhan dan perkembangan falsafah Pancasila. Hal ini di-
karenakan nilai-nilai Pancasila diciptakan oleh masyarakat Indonesia
dengan ciri-ciri yang masih murni diwarnai oleh watak dan hubungan
manusia-masyarkat Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Watak atau
karakter yang bersifat kekeluargaan yakni suatu hubungan hidup yang
tercipta dari dalam kelompok manusia yang mengutamakan hubungan
batin di antara anggota kelompok masyarakat, oleh karenanya setiap
manusia siap berkorban untuk kepentingan manusia lainnya. Watak
masyarakat Indonesia seperti ini berbeda dengan watak masyarakat
komunal.

Demokrasi Pancasila dengan asas musyawarah mufakat pada
hakikatnya merupakan prinsip dan nilai yang terkandung dalam fal-
safah Pancasila sehingga segala upaya pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan demokrasi Pancasila terlebih dahulu harus diawali de-
ngan proses pemahaman dan penghayatan falsafah negara ideologi
Pancasila. Secara operasional, demokrasi Pancasila senantiasa dijiwai
dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sejarah
pertumbuhan demokrasi Pancasila, dapat dipandang dari dua aspek
yaitu aspek material dan aspek formal.

1. Aspek Material

Prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah hasil berpikir
dan ciptaan manusia-manusia Indonesia yang merupakan bagian



10

PANCASILA DAN
AMENDEMEN UUD 1945

A. PENGERTIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hu-
kum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas Pem-
bukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pembukaan terdiri atas em-
pat alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma
dasar. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagaimana
ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968.

Bagian inti adalah batang tubuh yang tersusun atas bab, pasal, ayat
serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Batang tubuh terdri atas
dua bagian pokok, yaitu bagian pertama tentang sistem pemerintahan
negara, dan bagian kedua memuat tentang hubungan negara dengan
warga negara dan penduduk Republik Indonesia, serta memuat konsep
negara di bidang politik.

Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal
demi pasal. Penjelasan umum isinya mengenai:

1. Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar.

2. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan.

3. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam pembukaan ke dalam pasal-pasalnya.

4. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel.

5. Sistem pemerintahan negara.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum da-
sar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar
yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi.
Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
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PANCASILA DAN DINAMIKA
KETATANEGARAAN
DI INDONESIA

PENDAHULUAN

inamika ketatanegaraan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa

hal, antara lain situasi politik tertentu yang mendorong peme-
rintahan melakukan perubahan dan/atau penyimpangan terhadap
konstitusi negara yang resmi. Selain itu, perubahan nilai dalam negara
dapat memengaruhi dinamika ketatanegaraan karena nilai yang ter-
dapat dalam Undang-Undang Dasar sudah tidak lagi memadai.

Pembahasan mengenai perkembangan dan pelaksanaan ketata-
negaraan suatu negara dan secara lebih khusus Indonesia didasarkan
pada konstitusi negara atau UUD 1945. Perubahan konstitusi akan
merubah pola dan struktur ketatanegaraan yang ada. Begitu pula per-
jalanan bangsa dan negara Republik Indonesia diwarnai oleh dinami-
ka yang tajam. Hal ini diakibatkan situasi politik dan kondisinya yang
mengharuskan melakukan perubahan untuk mengantisipasi setiap
perubahan.

Di bawah ini adalah periode dinamika ketatanegaraan Indonesia
dari sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang.
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